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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan 

Peraturan pelaksanaanya dituangkan dalam Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan 

Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) pada Badan Usaha 

Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia yang memberikan 

pengertian dan tanggung jawab pengangkut dan penanganan 

perlindungan terhadap konsumen yang megalami keterlambatan 

penerbangan (flight delayed). Beserta upaya tanggung jawab 

pengusaha angkutan udara jika penumpang tidak mendapatkan 

pelayanan berupa keterlambatan jadwal dan tanggung jawab terhadap 

dalam angkutan udara angkutan udara niaga berjadwal di 

Indonesia.Serta maskapai penerbangan sebagai badan usaha wajib 

bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi ruang lingkup 

tanggung jawabnya kepada para penumpang atau konsumen apabila 

melakukan kesalahan sebagaimana yang telah diatur di dalam 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2011 tentang 
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Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, dan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan 

Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) pada Badan Usaha 

Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia dan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangaan merupakan tanggung 

jawab mutlak yang harus dipatuhi dan ditaati setiap maskapai 

penerbangan yang berada di Indonesia, namun pada kenyataannya 

ada maskapai penerbangan yang sengaja melanggar dan tidak menaati 

atau mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia atas terjadinya baik 

keterlambatan atau delay, yang diderita oleh penumpang yang 

bersangkutan. Dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan 

(Delay Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga 

Berjadwal di Indonesia kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh 

maskapai penerbangan atas terjadinya keterlambatan para penumpang 

mendapatkan ganti kerugian yang diberikan maskapai penerbangan 

sebagai bentuk tanggung jawab kepada para penumpang yang 

menggunakan jasa angkutan penerbangan yang bersangkutan. 

2. Serta Pengangkut atau Maskapai penerbangan  Wajib mempunyai 

peran yang penting dalam memujudkan tanggung jawab terhadap 

konsumen dengan mewajibkan seluruh maskapai penerbangan untuk 

memberikan informasi kepada para penumpang bila terjadi 

keterlambatan (delay) penerbangan lebih dari 45 (empat puluh lima) 
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menit sebelum jadwal keberangkatan atau sejak pertama kali diketahui 

adanya keterlambatan,dan memberikan penanganan terhadap 

konsumen sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 

tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay 

Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di 

Indonesia dan  Peran pemerintah dalam meyikapi pelangaran hak 

perlindungan konsumen adalah dengan melalukukan pembinaan 

dengan mengistrusikan Otoritas Bandar Udara yang diberi wewenang 

oleh Dirjen Perhubungan Udara untuk melakukan pengawasan selaku 

pengawas kegiatan penerbangan di bandar udara,sesuai dengan pasal 

100 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 

diantaranya  memberikan perlindungan serta pelayanan dan 

penanganan  terhadap penumpang atau kosumen dan pembinaannya 

dilakukan oleh pemerintah, Pembinaan Penerbangan sebagaimana 

dimaksud meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, 

Pengaturan sebagaimana dimaksud meliputi penetapan kebijakan 

umum dan teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar, 

pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan 

keselamatan dan keamanan penerbangan serta perizinan. 

B. SARAN 

1. Kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai 

lembaga negara yang berwenang di dalam urusan transportasi nasional 
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khususnya pada sektor penerbangan, dalam undang-undang 

penerbangan nasional Indonesia di masa depan bahwa pengguna jasa 

angkutan udara yang mengalami keterlambatan atau delay dengan 

adanya sosialisasi berkaitan dengan peran serta masyarakat selaku 

pengguna jasa penerbangan yang dapat memberikan penilaian, 

masukan kepada perusahaan angkutan udara niaga berjadwal di 

Indonesia.  

2. Serta adanya pengaturan yang memberikan sanksi lebih tegas kepada 

perusahaan angkutan udara. Pada penjelasan Peraturan Menteri 

Perhubungan agar penerbangan nasional mendatang juga diperlukan 

batasan yang tegas mengenai kapan mulai dan berakhirnya kewajiban 

tersebut. Selain itu masalah yang perlu diperhatikan berkaitan dengan 

tingkat kepedulian (level of care) dalam penyelenggaraan angkutan 

udara dewasa ini, membuat sistem penyelesaian pembayaran ganti 

kerugian yang mampu meningkatkan kehati-hatian perusahaan 

angkutan udara untuk melakukan segala tindakan pencegahan yang 

maksimal terhadap terjadinya keterlambatan atau delay.Dan juga 

Pemerintah dan pihak Pengusaha penerbangan dapat mendengarkan 

penilaian-penilaian mengenai jasa penerbangan agar dapat 

memperbaiki dan mengurangi klaim-klaim dari penumpang berkaitan 

keterlambatan penerbangan (flight delayed). Selain itu perlu 

menemukan sistem penyelesaian pembayaran ganti yang cepat, efisien 

dan efektif, serta ketentuan jumlah ganti kerugian kepada penumpang 



 
 

132 
 

atau konsumen angkutan udara  yang lebih mudah menyesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan transportasi di 

Indonesia yang disebabkan kesalahan pihak maskapai penerbangan. 

Dengan di imbangi pembagunan fasilitas bandar udara yang 

memenuhui standar keamanan penerbangan baik nasional maupun 

internasional untuk mencegah terjadinya keterlambatan sehingga jasa 

penerbangan tetap menjadi alat transportasi jarak jauh yang efesien 

yang dapat menberikan pelayanan,kenyamanan dan fasilitas yang 

layak kepada pihak penumpang atau konsumen. 

. 
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